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ABSTRAK

               Latar belakang penulis tertarik untuk membuat tesis ini sebagai sebuah karya tulis adalah bahwa tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat,banyaknya ditemukan kasus perjanjian sewa menyewa tanah tanpa batas waktu melalui gugatan di Pengadilan Negeri Pariaman, dengan latar belakang yang ada penulis menemukan dua permasalahan yang menarik yaitu, bagaimana proses penyelesaian sengketa sewa menyewa tanah tanpa batas waktu di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menentukan Hukum yang berlaku terhadap sengketa perjanjian  sewa menyewa tanah  tanpa batas waktu tersebut. 

                Jenis penelitian ini adalah:Penelitian Hukum Normatif dengan menelusuri dokumen yang ada sebagai bahan Hukum Primer. Sedangkan tinjauan kepustakaan teori Pluralisme hukum adalah bahwa dalam setiap masyarakat/Negara berlaku berbagai norma Hukum, baik norma yang dibuat Negara, maupun norma-norma lain misalnya norma agama, Etika, adat, kebiasaan, organisasi masyarakat. 


Dari hasil penelitian terhadap masalah yang ada penulis membuat kesimpulan tentang penyelesaian sengketa adalah Terjadinya sewa menyewa tanpa batas waktu di masyarakat Lubuk Alung dibuat berdasarkan hukum adat setempat yang pada hakekatnya tidak bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sehingga timbul sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Penyelesaian sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Hukum adat itu karena hukum adat sendiri tidak sejalan atau tidak bisa diakomodir sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Bahwa penyelesaian sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu dapat diselesaikan melalui penerapan hukum normatif yaitu hukum perdata terutama yang mengatur mengenai sewa menyewa Pasal-pasal yang berkaitan dengan sewa menyewa terutama  pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1548, Pasal 1320 , Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Undang-undang Pokok Agraria, dan aturan-aturan lain Undang-Undang perumahan Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 12 dan aturan yang lebih spesifik yang bisa memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu sehingga perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan melalui suatu putusan pengadilan Negeri.  
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PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH TANPA BATAS WAKTU MELALUI GUGATAN DIPENGADILAN NEGERI PARIAMAN

By : Sri Hartati

Abstract

One of the reasons why the writer interested in choosing the land matters as the thesis’ topic is land considered as the most important part in people’s life. Related to the topic, there are several numbers of land cases found regarding to the land rental payment agreement with unlimited time, especially in Pariaman district court. Based on the facts, the writer found out that there are two interesting problems related to these cases. The first is how the disputes resolution procedures overcome the cases, and the second is what kind of the consideration used by the judges in determining the rule that be in effect through the cases. The aims of the research are to reveal how the disputes resolution procedures overcoming these land rental payment agreement with unlimited time in Pariaman district court and to observe kinds of considerations used by the judges in establishing the law or rule in this district. Type of this research is normative law research by investigating related documents as the primary law data. Meanwhile, for the literature observation is conducted by using law pluralism theory, which is stated that every society has their own law norms, either from the country or other social norms such as religion, etiquette, tradition and community organization. From the research of the related problem, the writer comes to the conclusion that the land rental payment agreement with unlimited time emerged in Lubuk Alung society was made based on local traditional law, in fact such law can not be restrained for unlimited time, as a result it contributes a dispute or accusation in the implementation of the agreement. The unlimited time rental payment agreement disputes can not be overcame by using this traditional law, due to this law is not in compliance and convenience with the subsequence demands and development of the people. The overcoming of the unlimited time rental payment agreement disputes can be settled through the implementation of a normative law, especially in civil law, particularly in the articles regarding rental payment agreement related to article 1320, Ordinance No. 5 in 1960 regarding Ordinance of Agrarian Principles. And also other regulations such as Ordinance No. 4 in 1992 article 12 regarding the ordinance of communal housing and other specific regulation which can bring a certainty of law in overcoming this unlimited time rental payment agreement disputes. The writer hopes that as a result, this unfair agreement can be revoked at the courthouse and suggested the people to be guided by the finding of a courthouse which refers to national law. And socialized to the society that any kind of agreement must arranged in a clear law concept, especially related to the identity, the object of the agreement, the use of time and when the agreement will be ends. 

Pendahuluan

Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedang pada pihak lain persediaan akan tanah sangat terbatas. Sehingga penambahan kebutuhan yang satu akan mengurangi persedian tanah untuk kebutuhan yang lain. Hal ini akan menimbulkan alih fungsi tanah dari pertanian ke nonpertanian dan mengakibatkan meningkatnya harga tanah. Tanah tidak bertambah dan kebutuhan tanah semakin meningkat. Tanah digunakan antara lain untuk pertanian, perkebunan, pembangunan perumahan dan lain-lain. Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, mendorong pula keinginan mempunyai jaminan yang kuat atas penguasan tanah itu (dalam hal ini tentunya hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai hak yang terkuat dan terpenuh)
. 

Tanah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat bahkan dari kehormatan. Karena itulah tanah bukan saja dilihat dari hubungan ekonomis sebagai salah satu faktor produksi, tetapi dari itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan rakyat, lebih-lebih bagi masyarakat Indonesia yang agraris, dimana lebih dari 60% penduduk hidup dari sektor pertanian dan umumnya tinggal dipedesaan sebagai petani kecil dengan luas tanah yang sempit dan kesuburan tanah semakin menurun
.

Dasar-dasar Hukum Undang-undang Pokok Agraria sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 antara lain: Bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dalam arti hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, apabila kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat
.

 Untuk memenuhi kebutuhan terhadap tanah, kita selalu dihadapkan  kepada dua kepentingan  objek yang sama, yaitu kepentingan pribadi/swasta dan  kepentingan  masyarakat/publik berupa pembangunan proyek-proyek pemerintah yang harus  diselesaikan   secara   bijaksana sesuai dengan ketentuan dan prosedur  yang berlaku, dalam penyelesaian kedua kepentingan ini tentunya kedua belah pihak tidak boleh ada yang dirugikan. Sesuai fungsi tanah yaitu harus memberi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika penggunaan, penguasaaan, pemeliharaan dan pengalihan hak atas tanah ini dapat ditata dengan sebaik-baiknya, maka sengketa  mengenai tanah akan dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Dalam rangka melaksanakan proyek-proyek pembangunan, tanah merupakan salah satu sarana yang sangat penting dan masalah mengenai pertanahan bukanlah masalah yang sangat mudah untuk dipecahkan. Karena semakin meningkatnya pembangunan kebutuhan tanah  meningkat pula sementara ketersedian akan tanah terbatas. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah terkoordinasi antara berbagai jenis pengunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan, dengan menyimak arah kebijaksanaan maka dalam Pelita Kelima tersebut diatas jelas bahwa faktor-faktor penting yang dipertimbangkan dalam pengadaan tanah untuk kebutuhan proyek pembangunan adalah:

1. Pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan harus memenuhi syarat tata ruang dan tata guna tanah.

2. Pengunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerusakan atau pencemaran terhadap kelestarian alam dan lingkungan .

3. Pengunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerugian masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Pasal 16 menyatakan: 

“Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat 1 adalah Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa , hak membuka tanah, hak memungut hasil Hutan dan hak-hak lainnya”.

Berkaitan dengan hak sewa dinyatakan secara khusus dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, ayat 1 menyatakan ;

”Seseorang atau suatu badan Hukum mempunyai Hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mengunakan tanah milik orang lain untuk keperluan pembangunan, dengan membayar sejumlah uang sebagai sewanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Indonesia (KUH Perdata) pada Buku II  tentang Hukum Benda, mengenal benda yaitu; benda bergerak dan benda tidak  bergerak, setiap benda dapat diberikan hak status keperdataan (hak kebendaan). Ada beberapa jenis hak keperdataan yang dapat dibebankan atas  benda yaitu hak milik, hak sewa, hak pakai, hak gadai atau hak tanggungan dan lain sebagainya. mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan  hak tersebut demi kepentingan  umum berdasarkan atas ketentuan Undang-undang dan dengan disertai pembayaran ganti-rugi.
.
Kegiatan ekonomi sekarang dipersempit dimana bentuk hak-hak atas tanah dituangkan dalam bentuk praktek ekonomi atau kegiatan bisnis dalam arti kata tanah dapat diperoleh dengan perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar dan perjanjian sewa-menyewa serta bentuk perjanjian-perjanjian lainya.

Salah satu cara mendapatkan hak atas tanah adalah  sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi :

Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama sesuatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.  

Defenisi lain menyebutkan Perjanjian sewa menyewa adalah
: 

Persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak dengan pembayaran suatu harga tertentu


Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah sedang persedian tanah terbatas maka harga tanah akan melambung tinggi .Disamping itu akan membawa dampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan para pemilik tanah juga membawa dampak negative yaitu makin meningkatnya jenis-jenis kejahatan dengan objek tanah antara lain dalam proses peralihan Hak atas tanah. Berkaitan dengan peralihan Hak atas tanah banyak ditemukan berbagai bentuk penyeludupan Hukum. 

Untuk memperkecil ruang lingkup penelitian  penulis mencoba mengemukakan hal yang berkaitan dengan  praktek sewa menyewa didaerah Sumatera Barat yang menimbulkan sengketa Hukum Perdata yang berkaitan dengan transaksi sewa menyewa  di daerah Sumatera Barat. Dalam kasus-kasus tersebut terdapat permasalahan yang kontradiktif mengenai tanah itu sendiri.

Sumatera Barat adalah suatu wilayah dimana pengaturan tanah mempunyai kharakteristik yang berbeda dengan wilayah lain khususnya didaerah Pariaman dimana sewa menyewa tanah dapat dilakukan tampa limit, sedangkan pada dasarnya jika dilihat dari Hukum adat maupun Hukum Perdata, setiap perjanjian harus dibuat secara jelas dengan batasan waktu.

Perjanjian sewa menyewa tanpa batas waktu ini pada awalnya dibuat dalam bentuk perjanjian sewa yang dibayar dengan sesukat padi tetapi tidak ada batas yang jelas sampai kapan perjanjian sewa menyewa ini dilakukan. Masalah terjadi ketika sipemilik tanah meminta kembali objek sewa yang ada, awalnya masalah ini dicoba diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian secara adat, tetapi tidak menghasilkan penyelesaian sehingga diambil jalur litigasi dengan memasukkan perkara ke pengadilan negeri Pariaman. Pertimbangan penulis dalam hal ini dengan melihat bahwa terjadi permasalahan ketika sipemilik tanah menginginkan tanahnya kembali yang selama ini hanya disewakan secara adat tanpa ada batas sewa yang jelas, sedangkan sejak disewakan sampai sekarang telah mengalami perkembangan Hukum baik Undang-undang Pokok Agraria, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan aturan lain, inilah yang di cari jawabannya  bagaimana Hakim membuat putusan dari permasalahan yang membawa dua stellsel Hukum sekaligus. Kenapa putusan ini bisa diputus secara perdata, dalil apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan-putusan dalam kasus tersebut.

 Adapun permasalahan dalam hal ini adalah
1. Hukum apa yang telah digunakan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa tentang sewa menyewa tanpa batas waktu di Pengadilan Negeri Pariaman ?

2. Apa pertimbangan Hakim dalam menentukan Hukum yang berlaku terhadap sengketa tentang perjanjian sewa menyewa tampa batas waktu tersebut?
Hukum digunakan oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa tentang Sewa Menyewa Tanpa Batas waktu di Pengadilan Negeri Pariaman

Sumber Hukum materil yang ada di Indonesia meliputi, Undang-undang, Kebiasaan, Keputusan-keputusan Hakim, traktat dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Keanekaragaman Hukum yang ada di Indonesia merupakan penjabaran dari nilai Hukum Adat dan Hukum nasional yang telah ada di Indonesia. Pembagian Hukum menurut sumbernya sangat diperlukan untuk mengetahui pilihan Hukum mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah Hukum. Salah satunya akan terjadi perbenturan besar ketika harus berhadapan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Hukum dan adat. Sulit untuk mencari ruang pembatas mana yang dikatakan adat dan hukum nasional itu sendiri.

Adapun konsep teori dalam hal ini adalah konsep teori pluralisme yang dipaparkan oleh Sally Falk More, Benda Beckman, Sally Engle Merry, Griffiths. Asal mula teori pluralisme ini merupakan studi terhadap norma-norma dalam masyarakat jajahan atau berkembang, kemudian mencakup pula studi di Negara-negara maju. Adapun inti ajajaran dari teori Pluralisme hukum adalah bahwa dalam setiap masyarakat/Negara berlaku berbagai norma Hukum, baik norma yng dibuat Negara, maupun norma-norma lain misalnya norma agama, Etika, adat, kebiasaan, organisasi masyarakat.

Pelaksanaan Hukum adat atau hukum negara dalam memecahkan suatu permasalahan Hukum tergantung kepada penerapan fakta Hukum dan untuk mencapai sisi kepastian Hukum yang berkeadilan. Terhadap penyelesaian sengketa tentang sewa menyewa  tanpa batas waktu dalam penyelesaian sengketanya mencoba memakai dua jalur hukum dalam proses penyelesaian sengketanya. Tetapi karena masing-masing pihak yang berperkara merasa tidak puas sehingga merasa perlu untuk mendapat kepastaian Hukum dengan memasukkan gugatan Ke Pengadilan Negeri Pariaman.

Dalam hal penyelesaian sengketa tentang sewa menyewa tanpa batas waktu pada dasarnya memakai dua bentuk penyelesaian sengketa yaitu:

1.  Penyelesaian sengketa non litigasi 

Dilakukan melalui musyawarah adat dengan adanya campur tangan lembaga adat dan pemuka adat istiadat.Hal ini bisa diketahui dari fakta hukum yang berkaitan dengan sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu dipengadilan negeri Pariaman  bahwa untuk perkara hukum mengenai sewa menyewa yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sewa menyewa dengan pembayaran sewa menurut sistem pembayaran diLubuk Alung yaitu dengan pembayaran seratus sukat padi setara dengan tiga ratus lima puluh ribu rupiah tapi dengan masa persewaan yang tidak dibunyikan dalam perjanjian dalam arti kata tampa batas waktu yang jelas.

Walaupun bentuk perjanjian sewa menyewa yang dilakukan mengunakan metode sewa menyewa adat masyarakat setempat tetapi ketika masalah sewa menyewa ini muncul kepermukaan para pihak yang bersengketa dalam hal ini telah mencoba menyelesaiakan masalah persengketaan sewa menyewa tanpa batas waktu ini dengan jalur musyawarah dengan alur yang patut melalui pemuka masyarakat (adat) tetapi tidak digubris dan ditanggapi oleh pihak yang menyewa tanah dan sipemilik objek sewa dalam hal ini merasa dirugikan apalagi sipenyewa dalam hal ini telah tidak lagi membayar uang sewa yang merupakan kewajiban pembayaran yang dilakukan setiap bulan ramadhan , hal ini telah menimbulkan kerugian materil bagi pemilik objek sewa , dimana tidak lagi dapat menikmati uang sewa atas objek sewa yang diperkirakan berjalan 8 kali ramadahan dengan perhitingan pembayaran 800 sukat padi atau senilai dengan Rp 2.800.000, atau dua juta delapan ratus ribu rupiahah.Belum lagti terjadi itikad kurang baik sipenyewa dengan mendirikan teras dan bangunan rumah diatas objek sewa dimana penambahan bangunan ini dilakukan tampa izin dari pemilik objek tanah. Hal ini bertentangan dengan perjanjian awal yang dibuat. Dikarenakan permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat yang secara tidak langsung akan menerapkan hukum adat
. Maka dicarilah cara untuk menyelesaikan konflik ini melalui pengadilan demi tegaknya keadilan.

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

Mekanisme penyelesaian sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu ini dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Pariaman.Dalam hal ini penulis melihat dengan  adanya dalil-dalil gugatan pengugat yang telah  disidangkan dipengadilan negeri dimana tergugat telah menjawab dalam persidangan secara tertulis dengan eksepsinya yang menyatakan bahwa sengketa ini tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah adat. Sehingga kasus ini dimasukkan kepengadilan negeri. Dalam hal ini penulis melihat adanya kecendrungan untuk penyelesaian sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu  ini dengan menerapkan hukum nasional terutama penyelesaian sengketa perdata dengan jalur gugatan atau litigasi. Untuk menyelesaikan sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu  ini dengan menerapkan hukum nasional terutama  oleh tergugat dengan nyelesaian sengketa perdata dengan jalur gugatan atau litigasi. Ini terjadi karena masing-masing pihak yang berperkara menginginkan suatu kepastian hukum, masyarakat merasa bahwa keadilan dapat dicapai mengacu kepada ketentuan hukum yang tertulis yang diatur hanya dalam Hukum perdata dan bukan dalam hukum adat. Hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu adalah Pasal-pasal yang berkaitan dengan sewa menyewa terutama  pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1548, Pasal 1320  , Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Undang-undang Pokok Agraria, dan aturan-aturan lain Undang-Undang perumahan Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 12 dan aturan yang lebih spesifik yang bisa memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu.

Berdasarkan Hukum yang dipakai oleh Hakim dalam menyelesaikan sengketa ini penulis mengutip sebahagian isi dari putusan yaitu menimbang bahwa pengadilan berpendapat bahwa sewa menyewa berlangsung untuk terus menerus disamping akan   akan banyak menimbulkan permasalahan juga secara substansi akan sama dengan artinya dengan menjual, penyewa seakan-akan telah menjadi eigenar sedangkan eigenaar sendiri telah kehilangan hak untuk menikmati miliknya sehingga pada hakikatnya telah terjadinya kekaburan substansi Hukum, rasa ketidak adilan dan ketidak patutan karenanya persewaan bentuk apapun mestinya mengenal limit waktu.Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak sudah tidak mau lagi meneruskan isi perjanjian tersebut, sehingga dapat diartikan sudah tidak ada kata sepakat lagi, sedangkan untuk adanya perjanjian tersebut harus ada kebebasan kemauan dari kedua belah pihak dan tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. 
Bentuk pilihan hukum yang dipakai juga bisa dilihat dari pertimbangan yang dibuat oleh hakim yang cendrung menganulir cacat hukum sebuah perjanjian sesuai dengan yang ditetapkan oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  untuk sahnya suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

c. Mengenai suatu hal tertentu,

d. Suatu sebab yang halal.

Mengunakan aturan-aturan hukum nasional Undang-Undang yang lebih spesifikasi dengan mengunakan anulir lex spesialis de rogat lexs generalis hukum yang umum akan dikesampingkan oleh hukum yang lebih khusus.Mengacu kepada Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman masalah serupa diatur dalam pasal 12 ayat 6 bahwa sewa menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis tanpa batas waktu yang telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan telah berakhir dalam waktu tiga tahun setelah berlakunya Undang-undang ini. Mengacu kepada  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tersebut karena sewa menyewa mulai tahun 1982 sebelum Undang-undang berlaku maka secara hukum sewa menyewa tersebut berakhir pada tahun 1995.
Adapun untuk perkara lainnya mengenai perjanjian sewa menyewa tanpa batas waktu juga diselesaikan menurut jalur hukum yang ada yaitu jalur litigasi yaitu yang berkaitan dengan perkara Perdata Nomor 23/PDT.G./PN.PRM dengan banding yang diakhiri dengan putusan Nomor:42/PDT/2003/PT.PDG tapi perkara ini terus berlanjut sehingga memerlukan penetapan akhir oleh Mahkama Agung dengan Penetapan Nomor: 32 K/Pdt/2004. 

 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hukum yang Berlaku Terhadap Sengketa tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Batas Waktu Tersebut

Pertimbangan hakim dalam menentukan Hukum yang berlaku terhadap sengketa tentang perjanjian sewa menyewa tanpa batas waktu dapat dilihat dengan menganalisa langsung kasus yang berkaitan dengan sewa menyewa tanpa batas waktu di Sumatera Barat, yaitu :

1. Putusan No. 33/ PDT.G/ 2003/PN.PRM

 Terjadinya sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu antara pengugat yaitu Nursida dan Bainarti anis dengan tergugat yaitu Ernis, Afriadi, Neneng, Eri, Syefni, dan Azwardi, adapun yang menjdi objek perkara berlokasi di daerah lubung Alung Padang pariaman. Adapun pokok perkara yang menjadi Permasalahan seperti yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Desember dengan register No. 33/PDT.G/2003/PN.PRM.

Adapun latar belakang terjadinya sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu dilatar belakangi oleh  telah terjadi sewa menyewa antara pihak pengugat dengan tergugat atas sebidang tanah.Perjanjian sewa menyewa terjadi sejak tahun 1982 dibuktikan dengan surat perjanjian dengan surat keterangan tanggal 27 februari 1982 dengan perjanjian sebagai berikut :

1. Terjadi hubungan sewa menyewa antara  Hj. Pik die dengan Tergugat

2. Objek yang disewakan dalam hal ini adalah:

· Utara terbatas dengan tanah dari tanah yang dipersewakan itu juga

· Selatan berbatas dengan tanah perumahan tinggal Pengugat.

· Timur berbatas dengan tanah kawan  dari tanah objek perkara

· Barat berbatas dengan Jalan raya Lubuk Alung 

3.  Perjanjian tersebut mengatur bahwa sewa menyewa mulai berlaku bulan juli 1982 dan dibayar oleh tergugat kepada Hj. Pik Die selama lima tahun yaitu terhitung lima juli 1982 sampai Juli 1987 dengan sewa sebanyak 100 (seratus) sukat padi pertahun sukatan empat liter terus menerus.

Perjanjian seperti ini banyak terjadi di Sumatera Barat khususnya di daerah Lubuk Alung Pariaman atau mungkin ditempat lain di Indonesia , hal tersebut dapat berlangsung sepanjang disepakati kedua belah pihak.. Tergugat dalam hal ini tanpa izin sipemilik tanah telah membangun rumah diatas tanah yang disewakan tersebut , masalah terjadi karena tanah tersebut pada tahun 1959 pihak tergugat dengan izin nenek tergugat telah meminta izin untuk mendirikan rumah dengan persyaratan :

· ukuran rumah induk tidak lebih dari sepuluh (10) x 7 (Tujuh) meter 

· dapur ukuran 8,5 (delapan dan setengah ) x 6 (enam ) meter

· pihak penyewa tanah (Zaidar DKK) menjamin akan memelihara hubungan baik dengan yang empunya tanah dan dengan anak cucu yang empunya tanah.

· penyewa tanah sesuai dengan kesepakatan wajib setiap kali bulan ramadhan membayar sewa tanah kepada yang empunya tanah berupa gabah kering padi sebanyak seratus sukat setara dengan tiga ratus lima puluh ribu rupiah. Perkara timbul karena  tergugat pada tahun 1994 telah membangun rumah beserta teras diatas tanah yang diswakan tanpa meminta izin kepada pemilik objek sewa sehingga tidak sesuai dengan pernyataan awal yang tertera dalam perjanjian.

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara ini ditingkat Pengadilan Negeri Pariaman dapat kita lihat pada amar putusan bernomor Yaitu ; 33/ PDT.G/ 2003/PN.PRM, yaitu:

Berdasarkan surat keterangan tertanggal 27 Februari 1982 disebutkan sewa menyewa untuk terus menerus, perjanjian seperti ini banyak terjadi di Sumatera Barat atau mungkin ditempat lainnya di Indonesia hal tersebut dapat saja berlangsung sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak , akan tetapi jika tidak disepakati lagi dan timbul sengketa hingga kepengadilan maka pengadilan akan memberikan sebagaimana kasus perkara sekarang ini. Dalam hal ini pengadilan berpendapat jika diperjanjikan bahwa sewa menyewa berlangsung untuk terus menerus disamping akan banyak menimbulkan permasalahan juga secara substansi akan samalah artinya dengan menjual, penyewa seakan-akan telah menjadi Eigenaar sedangkan Eigenaar sendiri telah kehilangan hak untuk menikmati miliknya sehingga pada hakikatnya telah terjadi kekaburan substansi hukum, rasa ketidak adilan dan ketidak patutan karenanya persewaan bentuk apapun mestinya mengenal limit waktu

Sikap hakim terhadap sewa menyewa tanah tanpa batas waktu ini adalah berdasarkan Pasal 1950 BW bahwa hakim tidak diperbolehkan atas jabatannya mempergunakan upaya daluarsa/lampau waktu, atau tanpa batas waktu. Menurut Ahli Hukum Belanda Belanda, Scholten, pasal ini tidak berlaku sebagai salah satu cara mendapatkan status eigendom melainkan hanya merupakan suatu cara untuk melepaskan suatu perikatan. Penghentian perjanjian sewa menyewa tanpa batas waktu  dapat dilakukan dua macam:

1. Kalau hak  pemegang barang terhenti selama satu tahun oleh karena terusir oleh pemilik sejati atau pihak ketiga. Ini berhubungan dengan pasal 565 BW yang memberi kesempatan kepada pemegang barang atau beziter yang digangu untuk dipulihkan pemegangan barang itu selama satu tahun (bezitsacties)

2. Kalau seseorang pemegang barang itu ditegur atau digugat dimuka hakim oleh pemilik sejati , asal saja hal ini diberitahukan kepada sipemegang barang, dan kalau orang pemegang barang itu mengakui dengan kata-kata atau dengan perbuatan hak dari orang lain sebagai pemilik sejati (Pasal 1982 BW).
Perjanjian sewa menyewa tanpa batas waktu ini dapat dihentikan setelah point-point diatas terjadi dapatlah mulai lagi diperhitungkan jangka waktu 20 atau 30 tahun yang memungkinkan sipemegang hak sebagai hak eigendom atas objek barang yang diperjanjikan tanpa batas yang jelas. Ini adalah suatu gugatan penting yang melekat pada hak eigendom. Gugatan ini diajukan oleh pemilik eigendom sejati terhadap orang lain maupun yang merasa berhak untuk menguasai barang itu berdasarkan atas suatu hak kebendaan seperti misalnya erfacht atau opstal, atau berdasar atas suatu hak perseorangan misalnya Hak sewa
 

Berdasarkan fakta dipersidangan dimana para Tergugat mengakui adanya perjanjian sewa menyewa tanah objek perkara dari tahun 1982 sampai sekarang antara tergugat dengan nenek Penggugat (Hj Pik Die) sampai sekarang sudah berlangsung selama ± 22 tahun tetapi dalam jawaban tergugat dimana tergugat dari tahun 2002 tidak lagi melaksanakan isi perjanjian tersebut yaitu untuk membayar uang sewa tanah objek perkara kepada penggugat, oleh karena itu penggugat ingin memutuskan hubungan sewa menyewa, karena tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Adapun jawaban tergugat bahwa ia bersedia memutuskan hubungan sewa menyewa tanah objek perkara tersebut jika diberikan penggantian harga rumah sesuai dengan standar dan agar ditaksir oleh tim ahli (PU). Terhadap jawaban tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena mengamati isi perjanjian tanggal 27 Februari 1982, menurut Pengadilan bahwa apa yang diperjanjikan tersebut tidak ada yang melanggar hukum, semuanya adalah perjanjian yang wajar, hanya saja perjanjian tersebut sama sekali tidak mengatur bagaimana dengan rumah penyewa yang berdiri diatas tanah yang disewakan tersebut.

Karena salah satu pihak sudah tidak mau lagi meneruskan isi perjanjian tersebut, sehingga dapat diartikan sudah tidak ada kata sepakat lagi, sedangkan untuk adanya perjanjian tersebut harus ada kebebasan kemauan dari kedua belah pihak dan tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, maka penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara bagai manapun sudah sepatutnya diberi kesempatan untuk dapat menikmati tanah objek perkara tersebut.

Pertimbangan tersebut diatas dirasa memenuhi rasa keadilan untuk mengabulkan gugatan penggugat pada petitum ke 3 tersebut.Menimbang bahwa tentang petitum ke 4 oleh karena dari semula majelis tidak melakukan sita tahan (conservatoir beslaag) atas tanah objek perkara maka haruslah ditolak. Mengenai petitum 5 menurut Majelis tidak dapat dikabulkan karena meskipun Tergugat sudah mengetahui tidak membayar sewa sejak dari tahun 2002 sampai sekarang, namun hal ini adalah merupakan alasan-​alasan yang dapat dijadikan sebagai pemutusan hubungan sewa menyewa.Menimbang bahwa oleh karena petitum 3 dikabulkan, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum 6 yaitu menghukum tergugat mengosongkan tanah perumahan sewa terperkara dengan jalan membongkar rumah milik Tergugat bila engkar dengan bantuan Polisi.Menimbang bahwa tentang petitum ke 7 pihak tergugat adalah pihak yang kalah maka semua ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini.Menimbang bahwa tentang petitum ke 8 mejelis berpendapat tidak ada alasan yang kuat dan mendesak untuk dikabulkan karenanya harus ditolak.

2. Putusan Perdata No: 23/Pdt.G./2002/PN.Pariaman

Sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu ini terjadi antara Nasril dan Zahemar sebagai pengugat berlawanan dengan Marin dan Boyke selaku tergugat. Gugatan yang terjadi disebabkan karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan sebidang tanah perumahan yang merupakan harta pusaka tinggi kaum yang terletak didesa Pasar Mudik, Jalan STKTP Kecamatan Lubuk Alung dengan luas kurang lebih 450 meter persegi. Bahwa dahulu sekitar tahun 1961 tanah tersebut telah disewa oleh orang tua tergugat bernama Katik Jiwa kepada orang tua pengugat bernama Darna atas izin kaum pengugat sampai tahun 1969, dan karena pada tahun 1969 orang tua pengugat yang bernama Darna meninggal dunia maka maka atas seizin kaum pula sewa tersebut diperpanjang sampai tahun 1996. masalah muncul ketika tahun 1985 pihak penyewa dalam hal ini tergugat telah secara sendiri-sendiri menambah bangunan tambahan dibelakang bangunan induk tanpa seizin pengugat , cuma pada saat itu pengugat tidak mempermasalahkan. Dan untuk mengantisipasinya pengugat atas persetujuan kaumnya membuat kembali perjanjian sebagai berikut:

a. Tanah tersebut dikontrakkan kepada pihak tergugat hanya untuk mendirikan rumah tempat tinggal untuk jangka waktu terhitung mulai 1 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 2001 atau lima tahun dengan harga kontrak 120 sukat padi dengan ukuran empat liter.

b. Tergugat dalam hal ini tidak dibenarkan:

· mengalihkan hak kontrak tanah pusaka tersebut kepada pihak ketiga/ lain.

· digadaikan atau dihipotikkan pada siapapun

· dijadikan tempat usaha yang mengangu ketertiban umum dan pekerjaan yang dilarang   pemerintah.

· dijadikan tempat usaha yang mengangu ketertiban umum dan pekerjaan yang dilarang pemerintah

c. Apabila pihak kedua memerlukan tanah pusaka tersebut, maka pihak pihak pertama akan memberitahukan kepada pihak kedua selambat-lambatnya satu tahun sebelum masa kontrak berakhir.

d. Surat perjanjian kontrak ini akan diperbaharui setiap lima tahun sekali sekali selama pihak pertama tidak memerlukan tanah tersebut.

e. Apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, surat perjanjian kontrak ini dapat ditinjau kembali.

Sesuai dengan perjanjian tanggal 26 Desember 1996 angka 1 tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan, bahwa perjanjian sewa tanah ini  hanya berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1979 sampai tanggal 31 Desember 2001 dengan ketentuan bila mana tanah ini diperlukan oleh pihak pengugat, setahun sebelum habisnya masa kontrak tersebut pengugat 2 harus terlebih dahulu memberitahukan kepada tergugat A sesuai dengan angka 3 surat perjanjian tersebut dan bilamana  benar perjanjian sewa tersebut diperpanjangan maka surat perjanjian sewa tersebut akan diperbaharui kembali selama 5 tahun sekali untuk masa berikutnya. Setahun sebelum berakhirnya masa sewa tanggal 31 Desember 2001, sesuai dengan ketentuan angka 5 surat perjanjian tersebut, surat perjanjian tersebut tidak lagi diperpanjang tetapi sekalipun demikian pihak tergugat tidak menghiraukan   malahan tergugat sebelum habisnya masa kontrak tersebut tanggal 31 Desember 2001 telah melakukan perjanjian sewa rumahnya pula dengan tergugat B m3lebihi masa kontrak dari sewa tanah tersebut tanggal 31 desember , sehingga secara defakto tergugat B atas izin dari tergugat A ikut pula menguasai objek perkara dan perbuatan tergugat A yang menguasai objek perkara setelah lewatnya tanggal 1 Januari 2002 samapai sekarang adalah perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) termasuk perbuatan tergugat A yang menyewakan rumahnya kepada tergugat B melebihi masa perjanjian sewa tanggal 31 Desember 2001 dapat pula dikualisir sebagai perbuatan melawan Hukum (onrecht matigedaad). Sebelum perkara ini diajukan pengugat telah berkali-kali menghubungi tergugat akan tetapi tidak mendapat tanggapan , mengingat objek perkara ini masih saja dikuasai oleh tergugat A dan termasuk tergugat B adalah adil tergugat A dan atau secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan tergugat B untuk membayar sewa tanah ini kepada pengugat terhitung mulai sejak tanggal 1 januari 2002 sebesar 24 sukat padi dengan ukuran 4 liter setiap tahun sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap . Analisa atau pertimbangan hakim untuk memutuskan hanyalah berdasarkan wan prestasi dan cacat perjanjian karena dilakukan tanpa waktu yang jelas dan melanggar isi perjanjian.  

3. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2002 PN. PRM

Sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu ini  terjadi antara Rosida disebut sebagai pengugat terhadap Bustami, Rosna dan Yurnalis sebagai tergugat. , adapun kronologis perkara yang adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Juni 1977 telah terjadi perjanjian sewa menyewa antara Biman dan Karatun sebagai pemilik tanah dan Rosida sebagai penyewa atau tergugat atau pembanding dalam perkara ini, yang telah dituangkan dalam surat keterangan sewa menyewa sebagaimana yang tertera dalam surat bukti untuk jangka waktu selama 6 tahun sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut (tahun 1977 sampai dengan tahun 1983 ).

2. Bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa para pihak sepakat untuk memperpanjang masa sewa menyewa setelah berakhir perjanjian sewa menyewa tahun 1983 dengan masa sewa untuk selama 7 tahun , tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 dan uang sewa telah diterima lunas oleh pihak yang menyewakan (Baiman dan Karatun sebagaimana tertera dalam surat perjanjian pertama).

3. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian antara pemilik tanah dengan tergugat sepengetahuan dari pihak pengugat 1 / terbanding (Bustami) sendiri serta diketahui oleh walijorong  Belah air serta walinagari Lubuk alung. 

4. Ternyata sejak terjadinya perjanjian sewa menyewa tahun 1977 sampai dengan meninggalnya Karatun pada tahun 1995 tidak ada halangan maupun bantahan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut dan barulah pada tahun 1998 oleh pengugat I / terbanding membagi harta peninggalan Baiman dan Karatun tersebut yang bernama Rosli dan Rosna.

5. Walaupun pada tahun 1998 harta (tanah) yang disewakan tersebut baru dibagi sebagai harta pusaka tinggi dari dari pengugat II dan pengugat III, terbanding setelah meninggalnya karatun pada tahun 1995, perjanjian yang terjadi sebelum harta tersebut dibagi tidak dengan sendirinya perjanjian tersebut berakhir atau dapat dibatalkan begitu saja oleh pihak penggugat II dan pengugat III/ terbanding, dengan perkataan lain perjanjian sewa menyewa yang berlangsung selama 21 tahun tersebut sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1998 adalah sah menurut hukum , apalagi para pengugat telah mengakui dalam dalam gugatannya tentang adanya perjanjian sewa menyewa tersebut.

6. Dengan dibaginya harta yang disewakan Baiman dan Karatun kepada tergugat pembanding pada tahun 1998 berarti pihak pengugat II dan pengugat III / terbanding baru secara sah mempunyai hak atas tanah sengketa sejak tahun 1998 tersebut dan pengugat II dan Pengugat III/ terbanding baru secara sah mempunyai hak atas tanah sengketa sejak tahun 1998 setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati antara Baiman dan Karatun dengan tergugat /terbanding sampi tahun 2010, ini dibuktikan dengan surat bahwa  perjanjian itu telah diperpanjang sebelum karatun meninggal dunia.

Pertimbangan hakim dalam memutus masalah ini ada beberapa point antara lain:

1. Bahwa perjanjian yang dibuat sah menurut hukum

2. Tidak adanya bukti bahwa tanah yang dipersewakan oleh baiman dan karatu adalah bahagian dari harta warisan sehingga dirasa tidak perlu pihak lain mengetahui hal sewa menyewa ini. Sejak tahun 1977 sampai dengan 1998 tidak ada nganguan dari siapapun berkenaan dengan objek sengketa.
Penutup
Dari hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan:Hukum digunakan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa tentang sewa menyewa tanpa batas waktu di Pengadilan Negeri Pariaman adalah Hukum nasional karena penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui gugatan kepengadilan atau melalui jalur litigasi.Setiap pengajuan gugatan mengacu kepada kompetensi lembaga peradilan. Keputusan hakim  dalam menentukan Hukum yang berlaku terhadap sengketa tentang perjanjian sewa menyewa tanpa batas waktu tersebut berdasarkan kepada hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu untuk memenuhi rasa keadilan yang pasti dimana dalam pertimbangannya pengadilan berpendapat jika diperjanjikan bahwa sewa menyewa berlangsung untuk terus menerus disamping akan banyak menimbulkan permasalahan juga secara substansi akan samalah artinya dengan menjual, penyewa seakan-akan telah menjadi eigenaar sendiri telah kehilangan hak untuk menikmati miliknya sehingga pada hakikatnya telah terjadi kekaburan substansi Hukum , rasa keadilan dan ketidak patutan karenanya persewaan bentuk apapun harus mengenal batas waktu. Dan untuk menyelesaikan kasus ini yang digunakan adalah hukum perdata terutama yang mengatur mengenai sewa menyewa Pasal-pasal yang berkaitan dengan sewa menyewa terutama  pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1548, Pasal 1320  , Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Undang-undang Pokok Agraria, dan aturan-aturan lain Undang-Undang perumahan Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 12 dan aturan yang lebih spesifik yang bisa memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa tanpa batas waktu.
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